
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR? * TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANi\AN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA.,A
NOMOR E TAHUN 201I TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakarl Ketentuar:t Pasa.l 14 ayat (4), Pasd
77 ayat (3), Pasal 2l ayat (3), Pasal 28 ayat (7), Pasal 31 ayat (3),
Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten
Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksan aran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Nomor 8
Tahun 21111 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-L/ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanl3 pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51i87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan tJndang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah.un 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Mengingat :
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Indonccle Tahun 2OlS Nomor Sg, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan pemerintah No

Pengelolilan Keuangan Dae
Indonesia Tahun 2005 Nomor
Republik Indonesia Nomor 45

8.
g Disiplin
sia Tahun
Indonesia

9. Peraturan pemerintah Nomor

Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Daerah, sebagaimana telah

Negeri Nomor 21 rahun ,o' T:L*"";:I;il#.1:T.liil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo-, 13 Tahun 2O06 tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

pembentukan produk Hukum fX,XT* 
I Tahun 2014 tentang

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 200gtentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat
Daerah Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah KabupatenTana Toraja Tahun 2OOg Nomor lO), sebagaimana telah diubahdengan peraturan Daerah Kabupaien iina ror4a Nomor ITahun 2Ol2 tentang perubahan Atas peraturaa Daerah Nomor l0

Organisasi dan Tata Kerja
Toraja (Lembaran Daerah

t'.peraturan Daerah Kabupaten #l;#if-o., rahun 20tltentang Retribusi 
-perizinan ftrtentu (Lembaran Daera]rKabupaten Tana Toraja Tahun 2Ot i Nomo, Ai;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2Ol2tentang pembentukan Organisasi d; Tata Ke{a KantorPelayana:::. perizinan terpadu X.Uup.t"., iana Toraja (kmbarandaerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2012 f.tomor Z;;
17. Peraturan Bupati Tana Toraja

Pelimpahan Kewenangan perizi
Kantor pelayanan per2inan Terp



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATE
TAHUN 2OT 1 TENTANG REf,RIBUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN PELAKSANAAN
N TANA TORAJA NOMOR 8
PERIZINAN TERTENTU.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah l(abupaten Tana Tora-ia.

Torqia sebagai unsur penyelenggara
lalsanaan urusarl pemerintahan yLg

3. Bupati adalah Bupati Tana Tora.la.
4' satuan Perangkat ?*d yang seranjutnya disingkat sKpD adarah SatuanKeda Perangkat Daerah Kabupaten tL" Toraja yarg melaksanakan1- pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai a-*engan peraturanperundang-undangan.

5' Kantor Pelayanan perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Kppr adalahPerangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, n:ngsi, dan urusan di bidang
Pelayanan Penzinan

6' Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pemlerian izin kepada orangpribadi atau badan yang dimkasudkan untuk pembinaan, pengatura',
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sertapenggunaan sumber daya alam, barang, prasar.rna, sarana atau fasilitastertentu guna merindungi kepentingan umum dan menjaga kerestarian
lingkungan.

7' Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberi an iztn tempat usaha

- f111.. 
or{B nlbadi atau badan yang dapat menimbulkan Erncaman bahaya,ke.rgian, dan/ atau gangguann ten pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya ga,gguanketertiban, keselamatan dan kesehatan umum, memerihara ketertiban
lingktrngan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan ke{a.

8' Surat Pendaftaran objek Retribusi Daeah, yang selanjutnya dapat disingkatsPoRD' adatah surat yang dipergunakan oreh wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan
da:r pembayaran retribusi sebagai dasar penghiungan dan pembayaran
retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah.

9 surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat sKRD,
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi ya,g
tertuang.



10' Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang seranjutnya dapatdisingkat SKRDLB, adalah suret keputu.en ya,,g mcncntukan Jumrahkelebihan pembayaran retribusi tcarena jumlah kredit retribusi rebih besardaripada Retibusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
ll'Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang seranjutnya dapat disingkat srRD,adalah surat untuk melakukan tagihan reribusi dan atau sankei administrasi

berupa bunga dan atau denda.
12. surat Keputusan Keberatan adalah surat kepuusan atas keberatan terhadap

SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan, da sKRDLB yang diajukan olehwajib Retribusi
13. Pemeriksaan addah serangkaian kegiatan u^tuk mencari, mengumpulkan danmengolah data guna keparuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah

berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
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BAB II
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasa-l 2

(1) wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan perizinan dari pemerintah Daerah
wajib mendaftarkan dan mengisi formulir berdasarkan jenis izin yang
dimohonkan.

(2) waiib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus melengkapi
persyaratan sesuai jenis izin yang dimohonkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Gangguan

Pasal 3

Permohonan Izin Gangguan mempunyai syarat sebagai berikut :

1- a. foto copy Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku;
b. foto copy Nomor Pokok Wajib pajak;
c. foto copy lzin Mendirikan Bangunan;
d. foto Copy Kepesertaan Badan penyelenggara Jaminan Sosial;
e' foto copy akte Pendirian /perubahan perusahaan yang didaftarkan di

Pengadilan Negeri bagi yang berbadan hukum;
f . izin lingkungan berupa Amdal, UKL/UpL ;
g. foto copy surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila tempat usaha disewa atu

kontrak;
h. foto copy Akte Notaris untuk CV, Fa dan Ba<lan Usaha Lainnya;
i. foto copy pengesahan Menteri Koperasi dan UKM bagi Koperasi; dan
j. foto copy rencana anggaran biaya khusus untuk bangunan menara/tower,

serta dokumen cakupan luas area gangguan yang al.an dijadikan perhitugan
luas tempat usaha.



(3) Be.ruk dan isi SKRD sebagaimana dimaksuq 
-pada ayat (1) tercantum dalamlampiran I dan merup"t"L u"gi* v""g ,ra"r. terpisahkan dari peraturanBupati ini.
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BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagran Kesatu
Pembayaran Retribusi

pasal S
(1) Pembayaran Retribusi yang terutaflg s.(2) Pembayaran Retribusi terutang seba (1) dilakukan. olelL Pemohon izin atau kuasanya melalui Bz
ilf Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor Retribusi terutang keRekening Kas Daerah dengan menggunalan Surat Tanda Setoran.
(4) Penyetoran ke Rekenin5l Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat 4 (empat) rangkap.

a. lembar I : Bendahara penerima KppI
b. lembar II : Kas Daerah
c. lembar III : Bidang Akuntansi DppKAD
d. lembar IV : Bidang Akuntansi DppKAD

(5) Bentuk dan isi s,rat Tanda setoran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)
tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

pembayaran Fffiffi .T'SH""" Angsuran

Pasal 6
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib Retribusi dapat
memberikan persetqjuan untuk mengangsur daram kurun waktu tertentu
setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 7

(1) wqjib Retribusi lzin yang akan melakukan pembayaran secara €rngsuran, harus
mengajukan permohonan tertul.is kepada Bupati melalui Kppr atau pejabat
yang ditunjuk dengan disertai arasan yang jelas dan merampirkan fotocopy
SKRD yang diajukan permohonannya.

(2) Penirohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus sudatr diterima Bupati
atau Pejabat yang dituqiuk paling larnbat 7 (traiuh) hari setelah diterbitkannya
SKRD Retribusi lzin.

(3) Pembayaran secara angsuran diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu paling l:rma 6 (enam) bulan daram satu tahun ang:g,ran,
terhihrng sejal< tanggd .urat kepufusan €rngsuran ditandatangani.
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gsuran sebaEalmana dtmaksud delafil
san izin dihentikan, sampai dengan

Pasal 8

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

BAB VI

(1) wajib Retribusi yang melakukan pembayaran Retribusi melebihi ketentuanRetribusi dapat mengajukan permoho.r"r, 
-p..rg.-barian 

kelebihan pembayaranReuibusi kepada Bupati.
(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), rliajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam)bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
(3) Mekrrnisme pengembalian kerebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
a' wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati

\- T]ijlll*, atau Pejabat yang ditunjuk dengan m.nyebutkan sekurang_
r<urangnya sebagai berikut :

l. nama dan alamat wajib retribusi;
2. besamya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
3. alasan atau dasar pengembarian atas kelebihan pembayaran Retribusi;b' Kepala Kantor mernerintahkan Kepara seksi yang menangani sesuai tugas
dan fungsinya untuk melakukan perrelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap
Wajib Retribusi.

c. berdasarkan laporan has penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana,-l.imaksud huruf b, Kepala Kantor menganalisa dan mempertimbangkan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(4) Kepala KPPT dalam janska waktu selambat-rambatnya 6 (enam) buran sejakditerimanya permohonan pengembarian kelebihan p"*i"y"r.r, Retribusi
sebagaimgns dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan untuk

isl 3r"ffi,t..,tr" selambat-lambatnya

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG TELAH KADALUWARSA

Pasal l0
(1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi lcarena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kadaruwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Kepala KPPT memerintahkan Kepala seksi yang menangani sesuai tugas dan

fungsinya untuk melakukaa penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap
Wajib Retribusi;

b. hasil penelitan dan/ atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada hrrruf a
dituangken dalam Berita Acara pemeriksaan l,apangan;

,



TATA CARA PEMBERIAI* KERINGAiii,Ti*OU**OAN, PEMBEBASAN DAN
PENGHAPUSAN RETRIBUSI

pasal l l
(l) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangafl, pembebasan danpenghapusan Retribusi.
(2) Keringanan' pengura.gan, pembebasan dan penghapusan Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukanpermohonan kepada Bupati melalui KppT.
(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada a5,a1l1; ditetapkan sebagai i"An-,, ,''' a' wqib Retribusi mengqiuka. permohonan secara terturis kepada Bupati\- melalui Kepala Kppr paring lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya 
'KRD, dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Permohonan ker'
Retribu si ""u.g"illff"'il;Jlliliil:?^,u ;"rt*ff n,#,.iff thanusan
t 'surat keterangan / pernyataan dari Lurah/ Kepah r,embang yang diketahui

camat tempat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada bahwa
pemilik usaha adalah orang tidak mampu.

2. foto copy KTp
c' Kepala KPPT memerintahkan kepada Kepara seksi yang menangani sesuai

dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriks^"i-, t".t .d"p
permohonan Wajib Retribusi; dan

d' Setelah menerima raporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud huruf c, Kepala KppT menganalisa dan mempertimbangkan
permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak.

f1 eu,ati wajib memberikan jawaban atas permohonan keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penghapusan Retribusi paling rambat io 1tig" puluh) hari
kerja setelah diterimanya permohonan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidakmemberikan keputusan,maka permohonan dianggap aiteritaTaiLuu<an.
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BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepahrhanpemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakanr peratufan
perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan untuk meng,ji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d,aksanakan oleh rim Teknis yang
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



(3) Tim Teknis sebagaimana dimakaud pada ayat (2), terdiri defi srpD terkait
. -. ::.""i dengan objek mohonkan.
(4) Wajib Retribusi yang

a' memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yanginenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dcngan objekRetribusi yang terutang ;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kerancaran pemeriksaan;dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(5) Haeil pemerikeaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangken delemBerita Acara pemeriksaan l,apangan dan d,aporkan r."p.J. i"i., melaruiKepala KPPT.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
f,6ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundErngan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana roraja.

Ditetapkan di Makale
tanggal lT Degf_t;r1ep ,er(r

Drs

TANA TORA"'A,

MAN, M.Si.

Diundangkan di M
r-'.la tI Sepr BE 2 2ot{

KABUPATEN TANA TORA"IA,

MA
ii

B KABUPATEN TANA TORA"TA TAHUN 2015 NOMOR /['_



TPIRAN I : PERATIJRAN BUPAII TANA TORA*'A
NOMOR:
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANA ToRAJA NoMoR 8 TAHUN 2or l TENTANG nnrnrsusi--I PERIZNANTERTENTU

PEUEn| TAH f,AI.IPATE'{

TAT{A TORAIA

NAMA

ALAMAI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

TANGGALJATUH TEMPO

MASA :

TAHUN:2015

:,

an huruf:

ATIAN:

penyzton a d ilo\t to n pdo U nk $t'c lbo. / 8e n doho to p cn. ina o n

o SIRD N tlhk otdt tuft.ry dlbrot Lwor wku poltnq loho io ho.i s.Eloh :,KR dlodno oaou (wqqot Jdituh t np)dn nokon sontst odnkbnosi hrup bungo e'?sot

Penyetor,
Tana Toraja,

An. Kepala Kantor I(PPT,

Eandahara Panadmr

NlF.

Potong Usinl
No. Urut :

TANDA TERIMA
\
IAT

0

,
Retribusi :

h Keseluruhan

rn huruf:

Tana Toraja,

An. Kepala lbnto, KPPT,

Bendahara Penerima

Nip

PA
IANA TORAJA,

SURAT |(ETETAPA|T RETR|BUS| DAERAT{ (SXRD} t{o,uRUt

KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI
Rp)

Jumlah

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi

Jumlah Sanksi a. Bunga

b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan :

.Drs.

.\\

, M.Si.



TENTANG: PERATURAN PEI-i
roRA.rA*""b*-:x11liffi lJ,1Hyff"'m,ff xH;f,r^r1r*,-,,

PEMERINTAH KABU PATEN TANA TORAJ
KANTOR PELAYANA N PERIZINAN TERPADU

SURAT TANDA SETORAN I
(srs)

rap diterima uang sebesar : Rp.
:ngan huruf)

:ngan rrncian penerimaan sebagai berikut :

ng tersebut diterima pada tanggai
ngetahui
ngguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran

SNo

tan : 3TS di irt Sltp Setoran B

tref ysng 1iffi psllu

n:

an

Jumlah

Bendahara Penerima,

Bank

No. Rekening

t

o

lom Kode Rekening diisi dengan Kode Rekening setiap rincian obyek pendapatan;
'lom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama obyek rincian pendapatan;
lom Junrlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan.

nulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah
Ya)

TANA TORA.IA

Kode Rekening Uraian Rincian Obyek JumlqI

.JUFRI MAN, M.Si.


